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NOMOR ^S- TAHUN 2020 I 

TENTANG j 
j 

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 1 
I 
\ 

BUPATI GORONTALO UTARA, j 
t 
r 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 4 
I 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan 

Merkuri (RAN-PPM), perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Gorontalo Utara tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan 
j 

dan Penghapusan Merkuri. I 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; i 
f 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4661); | 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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BUPATI GORONTALO UTARA, | 
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bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 4 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan 

Merkuri (RAN-PPM), perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Gorontalo Utara tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan 

dan Penghapusan Merkuri. 
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Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945: 0 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomer 3612). sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4661): ' 
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BUPATI GORONTALO UTARA 
PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
NOMOR 3S- TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,| 

BUPATI GORONTALO UTARA, 

t 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 4 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Rencana Aks i Nasional Pengurangan dan Penghapusan 

I 
Merkuri (RAN-PPM), perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Gorontalo Utara tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan 

dan Penghapusan Merkuri. 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; { 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingloingan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
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PROVINSI GORONTALO : 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA | 
NOMOR 85 TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI 

Menimbang : 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

: BUPATI GORONTALO UTARA,   
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 4 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan 

Merkuri (RAN-PPM), perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Gorontalo Utara tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan 

dan Penghapusan Merkuri. 
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1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, t 
t 
« 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4661), 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan: Lingkungan ' Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
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4, Tambahan 

Nomor 4959); 

;ang Kesehatan 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang 

KetenagaHstrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Peitambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 

2o2o Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6525); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah i in 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara RepulDlik Indonesia 

Nomor 5063); j 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
I 

Indonesia Nomor 5492); 

8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5512); j 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kal i diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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140, Tambahan Lembaran Negara Repbiik Indonesia 
Nomor 5059): : 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun :2009 tentang 

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052): 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia INomor 4959), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6525), | | 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ' 

Nomor 5063): 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

4 Indonesia Nomor 5492), # 
1 
3 

. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5512), 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587),! sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun {2017 tentang 

Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi 

Minamata mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6125); I 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4153); j 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun| 2014 tentang 

2019 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya ^ dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5617); 

13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 

Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara 
• t 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73); | 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P .81/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/10/2019 tentang 
f 

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Rencana Aks i Nasional Pengurangan dan 

Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1619); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 

tentang Penghapusan dan Penarikan Alkes Bermerkuri di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221); 

16 . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9/2009 tentang 

Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679): | 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12017 tentang 

Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi 

Minamata mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6125): | 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun! 2001 tentang 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4153), i 
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun | 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya | dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

a
r
 

333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5617), : 1 

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun '20 19 tentang 

Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73): 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 10/2019 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan 

Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1619): 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 

tentang Penghapusan dan Penarikan Alkes Bermerkuri di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221): | 
? 
F 

16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019 
f . 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 44/MDAG/PER/9 /: 2009 tentang 

Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2019 Nomor 668); 

17. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 

26 Tabun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidali Pertambangan 

Yang Ba lk Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan 

Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 208 
t 

Nomor 596); | 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tabun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pehgarusutamaan 

Gender di Daerab sebagaimana telab diubab dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tabun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
I 

Nomor 15 Tabun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di| Daerab (Berita 

Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 927); 

19. Peraturan Daerab Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 
{ 

Tabun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayab 
i 

Kabupaten Gorontalo Utara Tabun 2011-2031; 
I 

20. Peraturan Daerab Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 

Tabun 2019 tentang Rencana Pemban*gunan Jangka 

Menengah Daerab Kabupaten Gorontalo Utara 2018-2023. MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA 

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara 

AKSI DAERAH 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 668): 
17. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 

26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan 

Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan 

Batubara (Berita Negara Republik Indonesia: Tahun 208 

Nomor 506): | 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927): 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 05 

— Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 201 1-2031: 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 2018-2023. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA ! AKSI DAERAH 

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI : 

t 
, 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara   
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerab yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerab otonom, | 

3 . Bupat i adalah Bupati Gorontalo Utara j 

4. Perangkat Daerab adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
I 

Rakyat Daerab Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kabupaten. 

5. Dinas adalah perangkat Daerab Kabupaten yang membidangi urusan 

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. | 

6. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau 

senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih imsur kimia lainnya. 

7. Emis i Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer. 

8. Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanab. 

9. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri^ secara bertabap 

pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian 

emisi dan lepasan Merkuri. 

10. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, 

penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan altematif 

yang ramab terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 

11. Rencana Aksi Daerab Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang 

selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan 

untuk mengurangi dan mengbapuskan Merkuri di tingkat daerah yang 

terpadu dan berkelanjutan { 

12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 

imtuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 

budaya, pertabanan dan keamanan, dan kesamaan dalarti menikmati basil 
f 

pembangunan. 

13. Strategi adalah langkah-Iangkah berisikan programprogram indikatif untuk 

mewujudkan Visi dan Misi. 

14. Target adalah basil dan satuan basil yang direncanakan akan dicapai dari 

setiap indikator kineija. | 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerab yang selanjutnya disingkat 
i 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 
I 

Gorontalo Utara untuk periode 5 (lima) tabun terhitung sejak tabun 2018 

sampai dengan tabun 2023 I 
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Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kabupaten. ) | 

Dinas adalah perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan 

pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. 

Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau 

senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya. 

Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke almosfer. | 

Lepasan Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah. 

Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap 

pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian 

emisi dan lepasan Merkuri. | 

Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, 

penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif 

yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup. 

Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang 

selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan 

untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang 

terpadu dan berkelanjutan | 

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan 

untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial 

budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil 

pembangunan. 

Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk 

mewujudkan Visi dan Misi. 
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Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari 

setiap indikator kinerja. : 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 

sampai dengan tahun 2023 : 
i 
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16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab yang selanjutnya disingkat 

RPJP adalab dokumen perencanaan pembangunan daerab Kabupaten 

Gorontalo Utara untuk periode 20 (dua pulub) tabun terbitung sejak tabun 

2009 sampai dengan tabun 2029. 

BAB 11 

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 1 
I 

Maksud * 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan RAD-PPM. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini ditetapkan bertujuan untuk melaksanakan RAD-PPM 

secara sistematik, terarab dan terpadu. 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati in i meliputi: 

a. Strategi, Kegiatan, dan Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri 

b. Penyelenggaraan RAD-PPM 

0 . Pendanaan RAD-PPM 

BAB 111 

ARAH RAD-PPM 

Bagian Kesatu 

Umum 
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16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Gorontalo Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 

2009 sampai dengan tahun 2029. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 

Maksud 

Pasal 2 : | 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan RAD-PPM. 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini ditetapkan bertujuan untuk melaksanakan RAD-PPM 

secara sistematik, terarah dan terpadu. 

Bagian Ketiga 

Ruang Lingkup 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:     
a. Strategi, Kegiatan, dan Target Pengurangan dan Penghapusan Merkuri 

i 
b. Penyelenggaraan RAD-PPM ) ! 

c. Pendanaan RAD-PPM 

BAB III 

ARAH RAD-PPM 

Bagian Kesatu 

Umum   
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Pasal 5 

(1) RAD-PPM memuat strategi, kegiatan dan target pengurangan dan 
I 

penghapusan Merkuri. | 
I 

(2) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang: 

a. energi; | 

b. pertambangan emas ska la kecil; dan | 

c. kesehatan. | 

(3) RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode 

waktu tabun 2020 sampai dengan tabun 2030. | 

{4} Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 

dokumen Kajian Teknis RAD-PPM 
: 

Bagian Kedua \ 
I 

Sti'ategi, Kegiatan, dan Target dalam Pengurangan dan Penghapusan Merkuri 

Pasal 6 

(1) Strategi pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) di lakukan melalui; \ 

a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Peraangkat 

Daerab terkait dan pemerintah provinsi; dan 

b. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, infonnasi dan 

edukasi sejalan dengan strategi pengarusutamaan gencier. 

(2) Strategi penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) di lakukan melalui: \ 

a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar^ instansi terkait; 

b. penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi; 

b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya 

manusia dalam penghapusan Merkuri; 

c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan 

edukasi sejalan dengan strategi pengarusutamaan genJer; 

d. penerapan teknologi altematif pengolaban emas bebas Merkuri yang 

bersifat inklusif; 

e. pengalihan mata pencabarian masyarakat lokal; dan 

f. penguatan penegakan bukum. 
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Pasal 5 

RAD-PPM memuat strategi, kegiatan dan target pengurangan dan 

penghapusan Merkuri. 

RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang: 

a. energi, 

b. pertambangan emas skala kecil: dan 

Cc. kesehatan.   
RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode 

waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. 
1 

Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada 

dokumen Kajian Teknis RAD-PPM 

Bagian Kedua 

Strategi, Kegiatan, dan Target dalam Pengurangan dan Penghapusan Merkuri 

  
  

Pasal 6 : 

(1) Strategi pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) dilakukan melalui: 

a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Peraangkat 

(2) 

i 
Daerah terkait dan pemerintah provinsi, dan 

penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan 

edukasi sejalan dengan strategi pengarusutamaan gender. 

Strategi penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) dilakukan melalui: 

2. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait, 

b. penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi, 

b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya 

manusia dalam penghapusan Merkuri, | 

C. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan 

edukasi sejalan dengan strategi pengarusutamaan gender, 

d. penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri yang 

bersifat inklusif, 

e. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal, dan 

penguatan penegakan hukum. | 
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Pasal 7 i 
I 

RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakanimelalui kegiatan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . { 

Pasal 8 

(1) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: 

a. Pengurangan Merkuri sebesar: 

33,2 (tiga pulub tiga koma dua) persen di tabun 2030 dari jumlab 

Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM untuk | bidang prioritas 

energi. 

b. Penghapusan Merkuri sebesar: 

1. 100 (seratus) persen di tabun 2025 dari jumlab Merkuri sebelum 

adanya kebijakan RAD-PPM untuk bidang prioritas pertambangan 

emas skala kecil; dan 

2. 100 (seratus) persen di tabun 2020 dari jumlab Merkuri sebelum 

adanya kebijakan RAD-PPM untuk bidang prioritas kesehatan, 

sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

(2) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

BAB IV 

RAD-PPM 

Bagian Kesatu 

Penyusunan RAD-PPM 

Pasal 9 
) 

(1) Penyusunan RAD-PPM sejalan dengan RPJPD dan RPJMD. j 

(2) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayatj ( l ) berpedoman 

pada RAN-PPM dan RAD-PPM Provinsi Gorontalo. 
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Pasal 7 

RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan! melalui kegiatan 

sebagaimana tercantum. dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

  
: 
$ 

(1) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: 

a. Pengurangan Merkuri sebesar: 

33,2 (tiga puluh tiga koma dua) persen di tahun 2030 dari jumlah   Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM untuk: bidang prioritas 

energi. 

b. Penghapusan Merkuri sebesar: M
A
L
A
R
I
A
 
LT

   
1. 100 (seratus) persen di tahun 2025 dari jumlah Merkuri sebelum 

adanya kebijakan RAD-PPM untuk bidang prioritas pertambangan 

emas skala kecil, dan ! 
i 

2. 100 (seratus) persen di tahun 2020 dari jumlah Merkuri sebelum 

adanya kebijakan RAD-PPM untuk bidang prioritas kesehatan, 

sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

(2) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

RAD-PPM 

Bagian Kesatu 

Penyusunan RAD-PPM 

Pasal 9 

(1) Penyusunan RAD-PPM sejalan dengan RPJPD dan RPJMD. 

(2) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman 

pada RAN-PPM dan RAD-PPM Provinsi Gorontalo.   
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(3) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lakukan 

Dinas yang melaksanakan urusan pemerintaban dibidang Lingungan Hidup. 

(4) Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikoordinasikan dengan Provinsi. 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan RAD-PPM 

Pasal 10 

(1) RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi 

Kepala Perangkat Daerab Kabupaten dalam menetapkan I kebijakan terkait 

dengan pengurangan dan pengbapusan Merkuri; dan | 

(2) Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Bupati sesuai dengan kewenangannya 

bertugas: 

a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan RAD-

PPM; I 
j 

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan^ RAD-PPM; 

c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi RAD-PPM; 

d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur 

paling sedikit 1 (satu) kal i dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan 

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintaban dalam 

negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan I pemerintaban di 
•I 

bidang perencanaan pembangunan nasional; dan i 
I 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 

mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat | Daerab yang 

membidangi urusan pemerintaban di bidang lingkungan bidup; 

(4) Perangkat Daerah pelaksana RAD-PPM adalahPeran^at Daerah 

penanggung jawab dan Perangkat Daerab pendukung sebagaimana 

tercantum pada Lampiran I I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupat i in i . 
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Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Lingungan Hidup. 

Penyusunan  RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikoordinasikan dengan Provinsi. 

Bagian Kedua 

Penyelenggaraan RAD-PPM 

Pasal 10 

RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi 

Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dalam menetapkan':kebijakan terkait 

dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri, dan 

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM, Bupati sesuai dengan kewenangannya 

bertugas: | 

a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan RAD- 

PPM,   b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM, 
t 

C.  mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi RAD-PPM: 

d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM kepada Gubernur 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan 
kepada menteri yang menyelehggarakan urusan pemerintahan dalam 

negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan ' pemerintahan di 

bidang perencanaan pembangunan nasional, dan | 
4 

$ 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati 

mendelegasikan kewenangannya kepada Perangkat Daerah yang 

membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup: 

Perangkat Daerah pelaksana RAD-PPM adalahPerangkat Daerah 

penanggung jawab dan Perangkat Daerah pendukung sebagaimana 

tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. ) 

  
  

KADIS | KABAG | Assrsren | sekpa | WABUP 
A4 Tu , 
  

            
 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(2) huruf b dan 

Pasal 11 

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

huruf c di lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian 

pengurangan dan Pengbapusan Merkuri di Daerah, I 
I 

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan 

Pemerintah Provinsi. 

Capaian pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur 
j 

dengan: { 

a. penurunan jumlab penggunaan Merkuri; dan 

b. ketaatan usaba dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku 

mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri. 
I 

Capaian penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur 

dengan: 

a. jumlab dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan 

Merkuri; dan 

b. jumlab penggunaan Merkuri dalam usaba dan/atau kegiatan 

pertambangan emas skala kecil. 

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

disusun dalam bentuk laporan RA.D-PPM. | 

Terhadap laporan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lakukan 

evaluasi oleb Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) buruf b 

dan buruf c. 

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleb Bupati 
I 

melalui: I 
! 
! 

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan 

b. identifikasi dan penyelesaian bambatan pelaksanaan. 

Hasi l evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan RAD-PPM. 
BAB VI 

PENDANAAN 

Pasal 12 

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan 
I 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab dan sumber lain yang sab dan 

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(4) 
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(6) 

(7) 

8 

e 0 Pasalii ' 
Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dan 
huruf e dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian 
pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Daerah. 

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan 

Pemerintah Provinsi. | 2   
Capaian pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur 

dengan: ! 

a. penurunan jumlah penggunaan Merkuri, dan | 

b. ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi 'ketentuan baku 

mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri. 

Capaian penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur 

dengan: : | 

a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan 

N
E
.
 

Merkuri: dan | 

b. jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan / atau kegiatan 

pertambangan emas skala kecil. 

Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

disusun dalam bentuk laporan RAD-PPM. 

Terhadap laporan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 

evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b 

dan huruf c. | 

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sikoordinasikan oleh Bupati 

melalui: ) 

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan, dan 

b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan. | 
h 
4 
E 

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan RAD-PPM. 

BAB VI 

PENDANAAN 

Pasal 12   
Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan 

tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-indangan. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 I 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang 

mengetabuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten Gorontalo Utara. 

Ditetapkan Di Kwandang 
a Tanggal PMK-R 2020 

I G O R O N T A L c i u T A R A 

Diundangkan dikwandang, 
Pada Tanggal 36 tm^^^P- P020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, 

R I D W A ) N Y A S I N / S H 

P E M B I N A U'^AM/f M U D A 
N I P . 19650423X199303 1 001 

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N G O R O N T A L O U T A R A N O M O R ^ ^ 5 " 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

  ) Pasal 13 NN 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 

| 
Ditetapkan Di Kwandang 

   2020    
  

   

   

   

   

   

Diundangkan dikwandang, 
Pada Tanggal 4 twsemec— 

SEKRETARIS DAERAH 

2020 - 
UPATEN GORONTALO UTARA, 

NIP. 1965042319p9303 1 001 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 445 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
NOMOR : ̂  t TAHUN 2020 
TANGGAL: a> fm^^^ 2020 
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN (RAD-PPM) MERKUR l ' 

T A R G E T CAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM) 
KABUPATEN GORONTALO UTARATAHUN 2020-2030 

Capaian 
Tahun 

Capaian 
2019 2020 ••:';2021;>, ;'^--:2023'vX v;2023:^? 2024 2025 2026 2027 262« 2029 2030 

A Bidang PrioritasEnergi 
Baseline emiBi (Ton): 0 .004154 0 .004154 0.004154 0.006953 0.023254 0.021098 0.021375 0.019218 0.017062. 0.014905 0.012749 0.010592 0.008436 
Persentase penurunan (%) 3.32 6.64. 9.96 13,28 16.60 19.92 23.24 26.56 29.88 33,2 

B Bidang P r i o r i t a s P E S K . ^ 
BaselineLokasi 1 1 1 . 1 1 1 0 
Persentase penurunan (%) 0 0 20 40 60. . 80 100 

C Bidang Prioritas Kesehatan 
Base/ine(unit): 49 
Target capaian (unit) . 49. 0 
Persentase penurunan (%) 0 w o 1 
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LAMPIRAN 1 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
TAHUN 2020 

2020 
NOMOR st: 38 
TANGGAL : 39 Yetuben 
TENTANG: RENCANA AKSI,DAERAH PENGURANGAN.DAN- PENGHARUSAN (RAD-PPM) MERKURI 

Mn PA PA MA Ta 

TARGET CAPAIAN RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI (RAD-PPM) 
. KABUPATEN GORONTALO UTARATAHUN 2020- 2030 

  

  

      

“Tahun Tana On 

  

  

      

2025 | “2022 : 12025 Na 1 2026 aka 2027 2029 “2030 
  an Bidan ng PrioritasEnergi 

0.012749 0.010592 0.008496   Baseline emisi (Ton): 0004154 0.004154 0.004154 0.006953 0.023254 0.021093 G021375 | Ha (0017083. 0.G14905 
  5.64. 13.28 “1660 19.92 “2324 26.56 20.88 332 
  

Persentase penurunan (Z9) 

  B. Bidang FrioritasPESK 
  BaselineLokasi 

  Persentase penurunan (Sa) | 100 
  

  Bidang Prioritas Kesehatan ' 

  Baseline (unit): 49 
  Target capaian (unit) 
            100                   
  

Persentase penurunan (S2) 

  KADIS 
DLH 

KABAG 
HUKUM 

ASSISTEN SEKDA WABUP 
  

          |   
  

UT 

 



LAMPIRAN I I 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
NOMOR : TAHUN 2020 
TANGGAL: 2020 
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN (RAD-PPM) MERKURI 

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSANMERKURI 
(RAD-PPM) KABUPATEN GORONTALOUTARA 2019-2030 

I . PENGURANGAN MERKURI 

a. Bidang Prioritas Energi 

Strategi Kegiatan Uralan Kegiatan Indikator Capaian 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Penanggung 
Jawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 

Output Pelaksanaan Pada Peribde Pelaksanaan 

Strategi Kegiatan Uralan Kegiatan Indikator Capaian 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Penanggung 
Jawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Penguatan komltrnen, 
koordinasi dan kerja 
sama dengan intansi 
terkait dan Pemerintah 
Provinsi 

Pelaksanaan Regulasi 
dan Kebijakan 

Pengawasan penerapan panduan 
BATdan SEP pengendalian emisi 
merkuri dari boiler berbaban 
bakar batubara pada pembangkit 
iistrik 

Terkendaiinya emisi 
merkuri dl industrl 
pembangkit Iistrik 

DLH 
Kabupaten 
Gorontalo 
Utara 

Bagian Ekonomi, 
Setda Kabupaten 
Gorontalo Utara 

2 Penguatan komltrnen, 
koordinasi dan kerja 
sama dengan intansi 
terkait dan Pemerintah 
Provinsi 

Pemantauan status 
emisi dan lepasan 

Meiakukan pemantauan kuaiitas 
lingkungan secara berkala 

Terlaksananya 
pemantauan 
kuaiitas, lingkungan 
secara berkala yaltu 
2 kali dalam setahun 

DLH 
Kabupaten 
Gorontalo 
Utara 

Dinas 
KesehatanKabupa 
ten Gorontalo 
Utara 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Penguatan keterlibatan 
masyarakat melalui 
komunikasi informasi 
dan edukasi 

Kampanyegerakan 
STOP merkuri 

Mengadakan soslalisasi 
pengendalian emisi dan lepasan 
merkuri sektor energi 

Terselenggaranya 
soslalisasi sebanyak 
1 kali setiap tahun 

DLH 
Kabupaten 
Gorontalo 
Utara 

Dinas 
KesehatanKabupa 
ten Gorontalo 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

KADIS 
DLH 

KABAG 
HUKUM ASSISTEN SEKDA WABUP 

-1 1̂  

LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA 
NOMOR 
TANGGAL : ) 
TENTANG RENSANA,AKSIDAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN (RAD-PPM) MERKURI 

      

AM MA ka SMK Sa 

TAHUN 2020 
2020 

  

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI 
(RAD-PPM) KABUPATEN GORONTALOUTARA 2019-2030 

    

Ma PAN MA Mei Ha 

  

  

   
   

  

  

   

  

  

  

                                      
  

  

IL PENGURANGAN MERKURI 

a. Bidang Prioritas Energi 

:|.« Perangkat : Mn Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan . - 
Ke 2 2 MP Ok (KA Daerah/instansi | . - Perangkat NI TMT TT 

Strategi . Uralan Kegiatan Indikator Capalan -|: . Penanggung anna 2019| 202012021/202213023 | 2024 | 2025 120281 2027| 2028| 2029 | 2030 

Penguatan komitmen, | Pelaksanaan Regulasi | Pengawasan penerapan panduan | Terkendalinya emisl Din aer Ekorom, - - - - - 2 - - - " - 

koordinasi dan kerja dan Kebijakan BAT dan BEP pengendalian emisi: | merkuri diindustri "| Kabupaten Setda Kabupaten 

sama dengan intansi merkuri dari boiler berbahan pembangkit listrik Gorontalo Gorontalo Utara 

terkait dan Pemerintah bakar batubara pada pembangkit Utara 

Provinsi | . 1 ! 3 0. 

Perriantayan status Melakukan Kemanauan Kuas Terlaksananya DLH Dinas “ 2 1 2 2 2 2 2 21212 2 
emisi dan lepasan lingkungan secara berkala pemantauan Kabupaten KesehatanKabupa ' 

| kualitas lingkungan | Gorontalo ten Gorontalo 

secara berkala yaitu | Utara Utara 

| . 2 kali dalarn setahun | . | ne . 2 Loh : 
Penguatan keterlibatan | Kampanyegerakan | Mengadakan sosiatisasi Terselenggaranya DLH Dinas - 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

masyarakat melalui STOP merkuri pengendalian emisidanlepasan | sosialisasi sebanyak | Kabupaten KesehatanKabupa | 

komtnikasi informasi merkuri sektor energi 1 kali setiap tahun Gorontala ten Gorontalo 

dan edukasi Utara | 

Baba akan | Assisten | sekoa | waBup 

            
  

| 0jA 

 



Perangkat 
Perangkat 

Daerah/lnstansi 
Pendukung; ; : 

Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 

strategi . Kegiatan • i : Uraian Kegiatan Indikator Capaian 
Daerah/lnstansi 

renanggung 
Jawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung; ; : 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 202S 2029 2030 

Utara, Dinas 
Perdagangan, 
Perindustrian, 
Koperasi dan~— 
Usaha Kecil 
Menengah 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Utara, Dinas 
Perdagangan, 
Perindustrian, 
Koperasi dan~— 
Usaha Kecil 
Menengah 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

II. PENGHAPUSAN MERKURI 

a. Bidang Prioritas Penambangan Bmas Skala Kecil (PESK) 

Strategi Kegiatan Urajan Kegiatan Indikator Capaian 
Perangkat 

Daerah/lnstansi 
PenanggungJawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 

Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 
Strategi Kegiatan Urajan Kegiatan Indikator Capaian 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

PenanggungJawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Penguatan komitmen, 
koordinasi dan kerja 
sarna dengan 
Pemerintah Provinsi 

Pelaksanaan regulasi 
dan kebijakan 

Melaksanakan soslalisasi 
terkait regulasi dan kebijakan 
dilokasiPESK 

Terselenggaranya kegiatan 
soslalisasi regulasi dan 
kebijakan dl lokasi PESK 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Bagian Hukum, 
SetdaKabupaten 
Gorontalo Utara 

1 1 1 1 1 Penguatan komitmen, 
koordinasi dan kerja 
sarna dengan 
Pemerintah Provinsi legatisasi wilayah 

pertambangan rakyat 
Legalisasi wilayah 
pertambangan rakyat 

Terbitnya Izin wilayah 
pertambangan rakyat di 2 
lokasi 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Bagian Hukum, 
SetdaKabupaten 
Gorontalo Utara 

1 1 

Penguatan koordinasi 
dan kerjasama dengan 
Pemerintah Provinsi 

Peningkatan kapasitas 
aparatur dan 
masyarakat tentang 
pertambangan rakyat 
berijin 

Melaksanakan soslalisasi bagi 
aparatur dan mas;v'a'"akat 
terkait kegiatan pertambangan 
rakyat berijin 

Soslalisasi kepada aparatur dan 
masyarakat setiap tahun 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Bagian Hukum, 
SetdaKabupaten 
Gorontalo Utara 

1 1 1 1 1 

KADIS 
DLH 

KABAG 
HUKUM ASSISTEN SEKDA WABUP 

r n 

  

  

  

  

    
    

            
  

                    
  

  

  

  

  

  

                          

ba Al Perangkat . L- 0020 Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan”. - 
BA aa an ii aah Rani (4 ds. Perangkat. more mma ma — Agama Teman 

"' Uraian Kegiatan”: | Indikator Capatan- Daerah/Instansi. “Daerah/tnstansi L..J-. Teo do Ke oa Po 
Ka Pa De en Pen Penanggung. KS el 20101 2020120211 2122120231 2024 | 20251 2026| 202712028 1.2029 | 2020 

5 Had Pa Ge eawab: 2 To Pendukung or Pe Pee Bea bea ade Ra 
Utara, Dinas 

Perdagangan, 
Perindustrian, 

Ama Mantap ken ema At Kan namun depan Pownetenew mna mur ama sragen, Duma -Koperasi dan menata Pesanan tera sm Dear pa Dataran | seram ena 

Usaha Kecil 

Menengah 

Kabupaten 

Gorontalo Utara. 

14, PENGHAPUSAN MERKURI 

a. Bidang Prioritas Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) 

Perangkat Perangkat Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 
Strategi Kegiatan Urajan Kegiatan Indikator Capaian Daerah/instansi Daerahfinstansi F- , 

) ) i | On Penanggung lawab Pendukung | 2019 (2020/2021/2022/2023/ 2024| 2025 
Penguatan komitmen, | Pelaksanaan regulasi | Melaksanakan sosialisasi Terselenggaranya kegiatan DLH Kabupaten Bagian Hukum, - - 114 1 1 1 

koordinasi dan kerja dan kebijakan terkait regulasi dan kebijakan | sosialisasi regulasi dan Gorontalo Utara SetdaKabupaten 

sama dengan di lokasi PESK kebijakan dl lokasi PESK. Kaan Gorontalo Utara 

Pemerintah Provinsi Legalisasi wilayah Legalisasi wilayah. Terbitnya izin wilayah DLH Kabupaten Bagian Hukum, - - 1 - 1 : - 
| pertambangan rakyat | pertambangan rakyat pertambangan rakyat di 2 Gorontalo Utara SetdaKabupaten 

: lokasi n | Gorontalo Utara 
Penguatan koordinasi | Peningkatan kapasitas) Melaksanakan sosialisasi bagi | Sosialisasi kepada aparatur dan | DLH Kabupaten Bagian Hukum, - - 1 1 1 1 1 

dan kerjasama dengan | aparatur dan aparatur dan masyarakat masyarakat setiap tahun Gorontalo Utara SetdaKabupaten 
Pemerintah Provinsi masyarakattentang | terkait kegiatan pertambanga Ma Gorontalo Utara 

| pertambangan rakyat | rakyat berjjiri - | 
berijin |   
  

  

KADIS KABAG 

  

              

( 

DLH | Hurum | ASSISTEN | SEKDA |. WABUP 

mn, 

a
a
 

 



strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian 
Perangkat 

Daerah/lnstansi 
PenanggungJawab 

Perangkat 
Daerah/lnstarisi 

.Pendukung 

Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 
strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

PenanggungJawab 

Perangkat 
Daerah/lnstarisi 

.Pendukung 2013 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Pelaksanaan 
pengawasan lokasi 
kegiatan 
pertambangan rakyat 

pemantauan kuaiitas lingkungan 
secara berkala 

Terlaksananya kegiatan 
pemantauan kuaiitas 
lingkungan minimal 2 kali 
dalam setahun 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

2 2 2 2 2 

Peningkatan kapasitjis 
kepemimpinan, 
kelembagaan dan 
sumber daya manusia 
rialam nptiehauusan 
Merkuri 

Peningkatan" 
kapasitas sarana 
prasarana dan 
sumber daya 
manusia (SDM) 
laboratorium untuk 
mendukung 
pelaksanaan 
penelitian dan 
pemantauan 

Pembangunan dan " 
pengembangan laboratorium 
lingkungan (pengujian 
parameter merkuri) 

'•'Meningkatnyakualitas a"""*" 
orang SDM laboratorium 
setiap tahun 

• Terlaksananya penelitian 
dan pemantauan merkuri 

• Tersedianya peralatan 
laboratorium yang tepat 
untuk analisa Merkuri 

"DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

"Dinas Kesehatan;' 
Bappedadan 
Badan 
DiklatGorontaio 
Utata 

" 1 " " " " - " 1 - - " " " 1 — • 

Penguatan keterlibatan 
masyarakat melalui 
kornunikasi, informasi 
dan edukasi 

Kampanye garakan 
STOP Merkuri 

Meiakukan kampanye resiko 
dampak penggunaan Merkuri 
terhadap masyarakat rehtan 
dan kampanye 
pengarusutamaan gender 

Terjalinnya penyebaran 
informasi melalui media 
massa, media soslal dan media 
lainnya dengan penerbitan 
minimal 1 (satu) artikel per 3 
bulan 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara, 
Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Gorontalo Utara 

Dinas 
KotninfoKabupat 
en Gorontalo 
Utara, 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

A A A A A Penguatan keterlibatan 
masyarakat melalui 
kornunikasi, informasi 
dan edukasi 

Kampanye garakan 
STOP Merkuri 

Melaksanakan soslalisasi dan 
meningkatkan kemampuan 
kepada tenaga kesehatan 
tentang risiko kesehatan akibat 
pajanan Merkuri 

Terselenggaranya soslalisasi 
dan pelatihah bagi tenaga 
kesehatan 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 1 1 1 1 

KADIS 
D L H 

KABAG 
HUKUM ASSISTEN S E K D A WABUP 

  

  

  

  

  

  

: Perangkat Perangkat Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 
Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Daerah/instansi Daerah/Instansi pm 

. ag | - " f . Perianggung Jawab Pendukung 2019 12020 1202112022 2023 2024| 2025 

Pelaksanaan. Pemantauan kualitas lingkungan! Terlaksananya kegiatan DLH Kabupaten Dinas Kesehatan | - -'l2121T2 12 2 
pengawasan lokasi | secara berkala pemantauan kualitas Gorontalo Utara Kabupaten 

kegiatan 0 ' lingkungan minimal 2 kafi Gorontalo Utara 
| pertambangan rakyat| 0 Kan dalam setahun Nan Da ph 

Menenenn peningkatan kapasitas | Peningkatan ””””” |"fembangunan dan | Meningkatnya kualitas 2” |-DIH Kabupaten” (“Dinas Kesehatah, "(2 eos pes ve eeeg ragam fomoa gam fo 
kepemimpinan, kapasitas sarana pengembangan laboratorium orang SDM laboratorlum Gorontalo Utara Bappeda dan 
kelembagaan dan prasarana dan lingkungan (pengujian setiap tahun Badan 
sumber daya manusia | sumber daya parameter merkuri) “ Terlaksananya penelitian DiklatGotontala 
dalim penghapusan manusia (SDM) dani pemantauan merkuri Utara 

Merkuri laboratorium untuk | “ Tersedianya peralatan | 
mendukung 2. laboratoriutn yang tepat 
pelaksanaan untak analisa Merkuri 
penelitian dan 

0 ..Jpemantauan —— — NN is na : Hn | Ao : 
Penguatan keterlibatan | Kampanye gerakan | Melakukankampanye resiko” | Terjalinnya penyebaran . DLH Kabupaten “Dinas | - 4 4 4 4 4 4 
masyarakat melalui STOP Merkuri dampak penggunaan Merkurt | informasi melalui media Gotontalo Utara, KominfoKabupat 

kornunikasi, informasi 0. | terhadap masyarakat rentan massa, media soslal dan medis | Dinas en Gorontalo 
damedukasi : dan kampanye lainnya dengan penerbitan Pemberdayaan Utara, 

pengarusutamaan gender minimal 1 (satu) artikel per 3 Perempuan dan Dinas Kesehatan 

| bulan . Perlindungan Anak | Kabupaten 
| NN Maa | Gorontalo Utara — | Gorontalo Utara pol 

Melaksanakan sosialisasi dan | Terselenggaranya Sosialisasi Dinas Kesehatan | DLH Kabupaten - - 1 1 1 1 1 

meningkatkan kemampuan dan pelatihan bagi tenaga Kabupaten Gorontalo Utara 
kepada tenaga kesehatan kesehatan Gorontalo Utara 
tentang risiko kesehatan akibat 
pajanan Merkuri |                             

  

FADE BAE, — 
Drg | Hokom | ASISTEN | SEKDA | WABUP 

TI 1A 
TT ——- 

  

              

 



strategi Kegiatan Uraian Kegiatan 

Mengembangkan pendekatati 
kepada masyarakat 
khususnya peran perempuan 
dalam pengendalian resiko 

»dan meningkatkan 
pengetahuan serta kesadarari 
mengenai bahaya Merkuri 
terhadap kesehatan 
Mengembangkan pendekatan 
partislpatif & sensitif gender 
kepada masyarakat dl [okasi 
PESK yang bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan 
mengenai dampak kesehatan 
akibat pajanan Merkuri dan 
perubahan perilaku yang 
berkelanjutan d imasyarakat 

Meningkatkan pemahaman 
good tnining practice bagi 
pelaku usaha izin 
Pertambangan Rakyat (|PR) 

Indikator Capaian 

Terselenggaranya pendekatan 
dl masyarakat dan munculnya 
kesadaran masyarakat disertai 
aksi kolektif masyarakat untuk 
tidak menggunakan Merkuri—.. 
dan upaya mengurangi 
dampak Merkuri terhadap 
kesehatan 
Terselenggaranya pendekatan 
partislpatif 

Pembinaan dan pengawasan 
kepada IPR rninimal 1 kali 
setiap tahun 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

PenanggungJawab 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo 
Utara&Dinas 

-Pemberdayaan—-
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Gorontalo Utara 
Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo 
UtaraStDinas 
Pemberdayaari 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Gorontalo Utara 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 
Bappeda 
Kabupaten. 
Gorontalo Utara 
dan DLH 

- K a b u p a t e n ' . — 
Gorontalo Utara 

Dinas 
Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja 
Kabupaten 
Gorontalo 
Utara,Bappedg 
Kabupaten 
Gorontalo 
Utara,dari DLH 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 
Bappedakabupat 
en Gorontalo 
Utara 

Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaarj 

2019 2020 2021 2022 

1 

2023 2024 2025 

Penerapan teknologi 
alternatlf pengolaban 
emas bebas Merkuri 
dan bersifat inklusif 

Meiakukan 
pencegahan, 
penanggulangan dan 
pemulihan 
pencemaran 
dan/atau kerusakah 
lingkungan hidup 
akibat 
Merkuri 

Penerapan teknologi tepat 
guna pengolaban emas bebas 
Merkuri 

Diterapkannya 1 buah 
teknologi tepat guha 
pengolaban emas bebas 
merkuri 

Bappeda 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

KADIS 
D L H 

KABAG 
HUKUM ASSISTEN S E K D A WABUP 

  

Perangkat 
  

  

  

  

  

                            
  

  

  

(         K       

H 

“Perangkat Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 
Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Daerahjinstansi Daerah/instansi TT 

) Penanggungfawab | pendukung. | 2019 |2020/2021/2022/2023 | 2024| 2025 
Mengembangkan pendekatan | Terselenggaranya pendekatan | Dinas Kesehatan Bappeda. —. - 1 v - - - 

kepada masyarakat di masyarakat dan munculnya | Kabupaten Kabupaten. 
khususnya peran perempuan | kesadaran masyarakat disertai: | Gorontato Gorontals Utars 
dalam pengendalian resiko aksi kolektif masyarakatuntuk 1 Utara& Dinas dan DLH 

“onani - dan meningkatkan | tidak menggunakan Merkuri......|.Pemberdayaan.......!. Kabupateh b..oo do. .omo-nsn Dewanto Dornwarn Dawanttan limnanua Doomnanerorun 
pengetahuan serta kesadaran | dan upaya mengurangi Perempuan dan Gorontalo Utara 
mengenai hahaya Merkuri dampak Merkuri terhadap Perlindungan Anak : 

. terhadap kesehatan kesehatan Hn .| Gotontalo Utara 0 
Mengembangkan pendekatan | Terselenggaranya pendekatan | Dinas Kesehatan — | Dinas - - 11 - - . - 
partisipatif & sensitif gender partisipatif “| Kabupaten Trarismigrasi dan 

kepada masyarakat dl okasi Gorontalo Tenaga Kerja 
PESK yang bertujuan untuk Utara& Dinas Kabupaten 
meningkatkan pengetahuan Pemberdayaan Gorontalp' 

mengenai dampak kesehatan Perempuan dan Utata,Bappeds. 

ay pajanan Merkuri dan Perlindungan Anak | Kabupaten 

perah kaan, Gonta | Sorontab 
Utara,dan DLH 

Kabupaten 

Da Gorontalo Utara 
Meningkatkan pemahaman Pembinaan dan pengawasan DLH Kabupaten Bappedakabupat - - 1 11 4 1 1 

good mining practice bagi kepada IPR minimal 1 kali Gorontalo Utara en Gorontalo og 
pelaku usaha izin setiap tahun Utara 

Pertambangan Rakyat (IPR) i f 0 kn . | n 

Pengrapari teknologi Melakukan Penerapan teknologi tepat — 1 diterapkannya 1 buah Bappeda DLH Kabupaten - - - 1 - , - 
alternatif pengolahan | pencegahan, guna pengolahanemas bebas | teknologi tepat guha Kabupaten Goftontalo Utara 

emas bebas Merkuri — | penanggulangan dan | Merkuri pengolahan emas bebas Gorontalo Utara : 
dan bersifat inklusif pemulihan merkuri | 

pencemaran 

dan/atau kerusakan 
“lingkungan hidup 
akibat 
Merkuri I I 

KADIS KABAG | . 
DLH HUKUM ASSISTEN | SEKDA WABUP 

 



strategi kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian 
Perangkat 

Daerali/lnstahsi 
PenangnUns Jawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 

Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 
strategi kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian 

Perangkat 
Daerali/lnstahsi 

PenangnUns Jawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Pengalihan mata 
pencaharian 
masyarakat lokal 

I'embetdayaan 
ekonomi dan soslal 
masyarakat diluar 
Wilayah 
Penambangan Ratyat 
(WPR) 

Transformasi sosial dan 
ekonomi penambang llegal 
pengguna Merkuri 

Terciptanya 1 model usaha 
ekonorni produktif yang jUga 
memfasilitasi kelembagaan 
ekonorhi afinitas perempuan di 

-tingkat k o m u n i t a s - ^ E S K — — 

Dinas Perdagangan, 
Perindustrian, 
Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah 

Dinas 
Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja 
Kabupaten 

-Gorontalo Utara "• 
dan Bappeda 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 

. ™ 

Pengalihan mata 
pencaharian 
masyarakat lokal 

I'embetdayaan 
ekonomi dan soslal 
masyarakat diluar 
Wilayah 
Penambangan Ratyat 
(WPR) 

Terciptanya 1 model usaha 
ekonorni produktif yang jUga 
memfasilitasi kelembagaan 
ekonorhi afinitas perempuan di 

-tingkat k o m u n i t a s - ^ E S K — — 
" K a b u p a t e n ^ — . . 
Gorontalo Utara; 

Dinas 
Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja 
Kabupaten 

-Gorontalo Utara "• 
dan Bappeda 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 

. ™ 

Pengalihan mata 
pencaharian 
masyarakat lokal 

I'embetdayaan 
ekonomi dan soslal 
masyarakat diluar 
Wilayah 
Penambangan Ratyat 
(WPR) 

Pembinaan kesempatan 
berusaha 

Terbinahya masyarakat di 1 
lokasi PESK setiap tahun mulai 
tahun 2021-2025 

Dinas Perdagarigan, 
Perindustrian, 
Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah 
Kabupaten 
Gofontalo Utara; 

Dinas 
Transmigrasi dan 
Tenaga Kerja 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 1 1 1 1 

Pengalihan mata 
pencaharian 
masyarakat lokal 

I'embetdayaan 
ekonomi dan soslal 
masyarakat diluar 
Wilayah 
Penambangan Ratyat 
(WPR) 

Memfasilitasi penerbitan 
perizinan kcperasi dan fJKM 

Terbitnya perizinari kopetasl 
dan UKM di lokasi pESK 

Dinas Perdagarigan, 
Perindustrian, 
Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah 
Kabupaten 
Gorontalo Utafa 

Bappeda 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 1 1 1 1 

Penguatan penegakan 
hukum 

Peningkatan 
pengawasan 

pengawasan peredaran 
cnerkuTi di Kabupaten 
Gorontalo Utara 

lQO%penlndakan Kepolislan ResOrt 
Gorontalo Utara 

Dinas 
Perdagangan, 
Perindustrian, 
Koperasi dan 
Usaha Kecil 
Menengah 
Kabupaten 
Gorontalo Utara; 
Balal POM dan 
Kejaksaari 

• - - • 100% 

KADIS 
DLH^ 

KABAG 
HUKUM ASSISTEN S E K D A WABUP 

Y 

- 

  

  

  

  
    

  

  

  

                          
  

. | Perangkat Perangkat Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 
Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian . Daerah/finstansi Daerab/lnstansi r— 

2 e ng Penanggung Jawab Pendukung 2019 |2020/2021 2023/2024| 2025 

Pengalihan mata Pemberdayaan ——— | Transformasi sosial dan Terciptanya 1 modzl usaha Dinas Perdagarigan, | Dinas - - | - . - 

pencaharian ekonomi dan sosial | ekonomi penambang ilegal ekonorri produktif yang juga Perindustrian, - Transmigrasi dan 
masyarakat lokal masyarakat diluar pengguna Merkuri memfasilitasi kelembagaan — | koperasi dan Usaha | Tenaga Kerja 

.t Wilayah | eKonarrii afinitas perempuan di | kecil Menengah Kabupaten 
un -Penambangan.Rakyat -Uingkat komunitas. 3ESK ...iocoommo.. .kabupaten “ -Gorontalo Utara -« Pmr! 

(WPR) Gorontalo Utara, dan Bappeda 
Kabupaten 

| Ko . | Gorontalo Utara 

Pembinaan kesempatan Tarbinahya masyarakat di 1 Dinas Perdagangan, | Dinas - - 1 1 1 1 

berusaha lokasi PESK setiap tahunmulai | Perindustrian, Transmigrasi dan | 

tahun 2021-2025 Koperasi dan Usaha | Tenaga Kerja 
Kecil Menengah Kabupaten: 
Kabupaten Gorontalo Utara 

Da | . | Gotfontalo Utara, |... 

Memfasilitasi penerbitan Terbitnya perizinan koperasi Dinas Perdagarigan, | Bappeda. - - 1. 1 1 1 

perizinan keperasi dan JKM | dan UKM di lakasi PESK Perindustrian, Kabupaten 
' Koperasidan Usaha | Gorontats Utara 

Kecil Menengah 

Kabupaten 

| - : . | Gotontalo Utara 
Penguatan penegakan | Peningkatan Pengawasan peredaran 1204 penindakan Kepolisian Resort Dinas - - - , , 10025 

hukum pengawasan merkuri di Kabupaten | Garontalo Utara Perdagangan, 

Gorontalo Utara Perindustrian, 

Koperasi dan 

Usaha Kecil 

Menengah 

Kabupaten 

Gorontalo Utara, 
Balai POM dan 
Kejaksaan 

KADIS | KABAG | Assisren | sexpa | waBup 
  

  

    
DLH, | RUKUM 

    Y       

 



strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian 
Perangkat 

Daerah/lnstansi 
rendnggung j a w a D 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 

Output Pelaksanaan Pada Periode pelaksanaan 
strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

rendnggung j a w a D 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
strategi Kegiatan 

Pengawasan dan penertiban 
terhadap aktifitas 
pertambangan yang 
menggunakan merkuri tanpa 

Terlaksananya kegiatan 
Pengawasan dan penertiban 
terhadap aktifitas 
pertambangan yang 
ntengguhakail'mefkuri tanpa'*'""' 
ijin . . . . 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Dinas SatpoIPP 
dan Kebakaran 
Kabupaten 
Gorontalo Utara, 
Kepolisiaii Resort* 
Gorontalo Utara; 

1 1 1 1 1 

- i j i n " - ' - ' " " — • 

Terlaksananya kegiatan 
Pengawasan dan penertiban 
terhadap aktifitas 
pertambangan yang 
ntengguhakail'mefkuri tanpa'*'""' 
ijin . . . . 

Dinas SatpoIPP 
dan Kebakaran 
Kabupaten 
Gorontalo Utara, 
Kepolisiaii Resort* 
Gorontalo Utara; 

b. Bidang Prioritas Kesehatan 

Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian 
Perangkat 

Daerah/lnstansi 
PenanggungJawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 

Output Pelaksanaan Pada Periode 
Pelaksanaan Strategi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

PenanggungJawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung :;;20i9;: 2020 K20tl4: 2022: 

Penguatan komitmen, 
koordinasi dan kerja 
sama dengan Pemerintah 
Provinsi 

Inplementasi 
regulasi dan 
kebijakan 

Sasialisasi kebijakan 
penghapusan merktiri 
disektor kesehatan 

Terlaksananya kegiatan soslalisasi kebijakan 
penghapusan merkuri disektor kesehatan 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 Penguatan komitmen, 
koordinasi dan kerja 
sama dengan Pemerintah 
Provinsi 

Inplementasi 
regulasi dan 
kebijakan 

Koordinasi dengan 
Pemerintah Provinsiterkait 
penarikan/pehggantian Alkes 
yang mengandung Merkuri 

Terbangunpya koordinasi dah komunikasi 
dengan Perherlntah Provinsiterkait 
penghapusan alkes yang mengandung merkuri 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 

Penguatan koordinasi dan 
kerjasama dengan 
Pemerintah Provinsi 

Pemantauan dan 
supervisi 

Koordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi 

Terbangunnya jejaring kemltraan dengan 
Pemerintah Provinsi 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 

Pembentukan sistem 
informasi 

Pengembangan 
basts data dan 
informasi 

Meiakukan Inventarisasi 
penggunaan Merkuri 
dalam produk dan proses 
pada alat kesehatari 
mengandung Merkuri 

Terinventarisastnya penggunaan Merkuri 
dalam produk dan proses pada alat kesehatan 
mengandung Merkuri 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 

K/LDIS KABAG 
HUKUM ASSISTEN SEKDA WABUP 

r * 

  

  

  

  

                          
  

: : Perangkat. Perangkat Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan 
Stratesi Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian Daerah/instansi Daerahfinstansi j— | 

KN Ka . Penanggung Jawab Pendukung | 2019 |2020/2021/2022/2023 | 2024| 2025 

Pengawasan dan penertiban — | Terlaksananya kegiatan DLH Kabupaten Dinas SatpolPP - - 11 1 1 1 
terhadap aktifitas Pengawasan dan penertiban Gorontalo Utara dan Kebakaran 

pertambangan yang terhadap aktifitas Kabupaten 

menggunakan merkuri tanpa | pertambangah yang Gorontala Utara, 
an mnsran un vetana- saran | panas kapereaa kmar Mung rang Kan Kanya Donnmnsa estetis Nat La ejaan 4, “ijin aa ee enggunakan merkuri tanpa” (ee | Kepolisian Resart” (ee pe | ampe Pena stem Jaan 

ijin Gorontalo Utara: 

h. Bidang Prioritas Kesehatan 

  

    Uraian Kegiatan 
   

          

Da en : 
         

“| Output Pelaksartaan Bada Periode 

  

  

  

| Pelaksanaan 

  

  

  

  

                        
  

  

  

        |       

HT 

Pesan : Pehanggung Jawab Pendukun 2020 

Penguatan komitmen, — | Inplementasi | Sesialisasi kebijakan Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan Dinas Kesehatan DLH Kabupaten : 1 

koordinasi dan kerja regulasi dan penghapusan merkuri penghapusan merkuri disektor kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara 

sama derigan Pemerintah j kebijakan disektor kesehatan . | . Gorontalo Utara . 0. | : 

Provinsi | Koordinasi dengan Terbzingunnya koordinasi dati komunikasi Dinas Kesehatan “| DLH Kabupaten . 1 

Pemerintah Provinsiterkait ” | dengan Pemerintah Previnsiterkait Kabupaten Gorontalo Utara 
penarikan/penggantian Alkes penghapusan alkes yang mengandung merkuri | Gorontalo Utara | 

. yang mengandung Merkiri 0. . . 

Penguatan kootdinasi dan f Pemantauan dan | Koordinasi dengan ' Terbangunnya Jejaring: kemitraan dengan Dinas Kesehatan DLH Kabupaten : 1 
kerjasama dengan supervisi Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Kabupaten Gorontalo Utara 

Pemerintah Provinsi 3 | . | Gorontalo Utara Oa h Ta 
Pembentukan sistem ' Pengembangan | Melakukan Inventarisasi Terinventarisasinya penggunaan Merkuri DLH Kabupaten Dinas Kesehatari - “1 
informasi 4 basis data dan penggunaan Merkuri dalam produk dan proses pada afit kesehatan | Gorontalo Utara Kabupaten 

informasi dalam produk dan proses mengandung Merkuri | | Gorontalo Utara 
: pada alat kesehatan 

mengandung Merkuri 

Baba Bun) ASSISTEN | EKA | WABUP



; ; \ f : Strategi:': Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian 
:; I Perangkat 

Daerah/lnstansi 
renanggungjdwao 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

:renauKung 

Output Pelaksanaan Pada Periode 
Pelaksanaan ; ; \ f : Strategi:': Kegiatan Uraian Kegiatan Indikator Capaian 

:; I Perangkat 
Daerah/lnstansi 

renanggungjdwao 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

:renauKung 20iy 2U2U 2021 2022 

Penguatan keterlibatan 
masyarakat mejalui 
komunikasi informasi dan 
edukasi 

Kampanye 
gerakan STOP 
merkuri 

Mengadakan soslalisasi dan 
pengembangan kapasitas 
bagi tenaga kesehatan 
tentang resiko kesehatan 

Terselenggaranya soslalisasi bagi tenaga 
kesehatan 

Djnas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Badan Kepegavjaian 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 

tentangan penggunaan 
merkuri 

Penerapan teknologi 
altefnatif tanpa merkuri 

Penggantian alat 
kesehatan 
bermerkuri 

Melaksanakan penggantian 
alat kesehatan bermerkuri 
difasyankes 

Dilakukannya penggantian alat kesehatan 
bermerkuri menjadi nOn merkuri di fasyankes 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Inspektor'at 1 1 Penerapan teknologi 
altefnatif tanpa merkuri 

Penyimpanan 
limbah alat 
kesehatan yang 
mengandung 
merkuri 

Meiakukan pengawasan 
penyimpanan alat kesehatan 
bermerkuri dl storage depo 

Tersimpannya alat kesehatan bermerkuri di 
storage depo 

DLH Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten 
Gorontalo Utara 

1 1 

Penguatan penegakan 
hukum 

Peningkatan 
pengawasan 

Pengawasan peredaran dan 
penggunaan alat kesehatan 
bermerkuri di Kabupaten 
Gorontalo Utara 

Terlaksananya kegiatan perigawasan peredaran 
dan jaenggunaan alat kesehatan bermerkuri di 
Kabupaten Gorontalo Utara 

Dinas Kesehatan 
KabupatenGoront 
alo Utara 

Kepolislan Resort 
Gorontalo Utara, 
Dinas Satpol PPdan 
Kebakaran 
Kabupaten 
Gorontalo 
Utara;Dinas 
Perdagangan, 
Perindustrian, 
Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah 
Kabupaten 
Gorontalo 
Utara;DLH 
Kabupaten 
Gorontalo.Utaradan 

- 1 1 

K/LDIS 
DLH . 

KABAG 
HUKUM ASSISTEN S E i a ) A WABUP H K 

  

                

   

      

Output P Pelaksanaan Pada Periode. 

  

  

  
  

  

  

  

  

PN He NN PO 3 “ Perangkat “ “perangkat” sa 

Uraian Kegiatan - 5 Indikator Capsian Bi . pasrah/instansi- . Baerahvlstasi 7 | Pelaksanaan 
bea Ga BAN NI es Se ia Bia SA Penanggung Sawab |: Pendukung ': . nia & “2020: . 202 2 

Penguatan keterlibatan | Kampanye Mengadakan sosialisasi dan Tereelenggaranya sosialisasi basi. tenaga Dinas Kesehatan Badan belasan - 1 

masyarakat melalui gerakan STOP pengembangan kapasitas kesehatan Kabupaten Kabupaten 

komunikasi informasi dan | merkuri bagi tenaga kesehatan Gorontalo Utara Gorontalo Utara 

EAUKASI 0... oc como Komo msnermnmaomemoet-EtANG TeSikoO kesehatan —- rmmasanara enam emo 
tentangan penggunaan —— — | 

: Ng : merkuri | Ta Tn 
Penerapan teknologi Penggantian alat | Melaksanakan penggantian Dilakukannya penggantian alat kesehatan Dinas Kesehatan Inspektorat . 1 1 

alternatif tanpa merkuri | kesehatan alat kesehatan bermerkuri bermerkuri menjadi nan merkuri difasyankes | Kabupaten 

bermerkuri difasyankes -| Gorontalo Utara | f 

Penyimpanan Melakukan pengawasan Tersimpannya alat kesehatan bermerkur di PLH Kabupaten Dinas Kesehatari - - 1. 1 

limbah alat penyimpanan alat kesehatan | storage depo Gorontalo Utara Kabupaten 

kesehatan yang bermerkuri di storage depo Gorontalo Utara 

mengandung 0 

merkuri . ah . 0. . Pn | 0 

Penguatan penegakan Peningkatan Pengawasan peredaran dan | Terlaksananya kegiatan pengawasan peredaran Dinas Kesehatan Kepolisian Resort “ . 1 1 

hukum pengawasan penggunaan alat kesehatan | dan penggunaan alat kesehatan bermerkuri di Ka bupatenGoront | Gorontafa Utara, 

bermerkuri di Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara 'slo Utara. Dinas Satpol PP dan 

Gorontalo Utara ' Kebakaran 

Kabupaten 

Gorontalo 

Utara:Dinas 

Perdagangan, 

Perindustrian,         Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah 

Kabupaten 
Gorontalo 

Utara:DLH 

Kabupaten 

Gorontalo Utaradan             
  

  

KADIS 
DLH , 

KABAG 
HUKUM 

ASSISTEN SEKDA WABUP 
  

    &         
  bi 

5 

“



r 
strategi Kegiatan Uraian Kegiatan indikator Capaian 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

PenanggungJawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 

Output Pelaksanaan Pada Periode 
Pelaksanaan strategi Kegiatan Uraian Kegiatan indikator Capaian 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

PenanggungJawab 

Perangkat 
Daerah/lnstansi 

Pendukung 2019 2020 2021 2022 

Inspektorat 

ICADIS 
DLH 

KABAG 
HUKUM ASS ISTEN S E K D A WABUP 

-/ 

  

25 Strategi.     

      

0 “Kegiatan , : 

  

Wi Indikator Capaian 

  

den Perangkat 0 

0.0 daerah/Instansi . 
- 5) Penanggung Jawab 

. Daerah/Instansi |. 
Pendukung”. | 2019 

  

Pelaksanaan 

Perangkat” “.- | Output Pelaksanaan Pada Periode 

  

3022. 
              Inspektorat     

2020 | 2021 

      

  

Tya pa an bagai — MAN Af 

Kemenag 

   

  

KADIS 
DLH 

KABAG 
HUKUM ASSISTEN | SEKDA WABUP 
  

              

HD 

I GORONTALO DARA 4 

INDRA YAS 

 


